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Abstract

Bai' Istighlal is a merger between the Bai' Wafa' and Ijaroh contracts. That is, the
goods are sold by Bai' Wafa', then the seller rents the goods back. This means that
the buyer takes advantage of the item by renting it out to the seller himself. Bai'
[stighlal is like becoming a hilah to get benefits in doing business, especially in
businesses that operate according to sharia. The results of research regarding the
implementation of the Bai'lstighlal contract are that the practice that occurs is in
accordance with the provisions of the view of the scholars who allow in Bai'
Istighlal. Where in practice the buyer leases wafa goods to the seller, after the sale
and purchase agreement is completed. And the existence of a wafa' agreement in
the sale and purchase agreement occurs after the sale and purchase agreement is
completed and before the implementation of the ijaroh contract. So that it allows
buyers to rent their goods to anyone, including members (the seller himself).
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A. Pendahuluan
[slam sebagai agama universal, yang ditutup dengan kerasulan Nabi
Muhammad SAW mendapat pernyataan resmi sebagai agama yang sempurna.
Melalui firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat tiga:
455 o) 05T T ey iy 833850 Kenidiy w i 0 tsf i g 15 by e (Kl S
R8T i B3y 52 5 (s e 198l ot sl 308 105 B 3 Bip Ll b b 5
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Artinya : "D;'haramkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi,

dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik,
yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas,
kecuali yang (sempat) kamu sembelih.198) (Diharamkan pula) apa yang
disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlam (anak
panah),199) (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini 200) orang-orang
kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah
kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku
sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan
telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar,
bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.” (Q.S Al-Maidah:3)!

Syari’ah Islam merupakan Syari’ah yang dibawa oleh Rosul terakhir Nabi
Muhammad SAW. Syari’ah ini mempunyai keunikan tersendiri yakni Bukan
hanya menyeluruh atau komprehensif tetapi juga universal. Karakter istimewa
ini diperlukan sebab tidak akan ada lagi syari’ah yang akan menyempurkannya.

Komprehensif artinya syari’ah Islam mencakup seluruh aspek kehidupan,
baik ritual (ibadah) dan sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga
keharmonisal hubungan antara hamba dan Pencipta-Nya. Sedangkan
muamalah bermakna rules of the game, Aturan main manusia dalam kehidupan
sosial. Dan universal yaitu syari’ah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu

dan tempat sampai hari akhir nanti. Universal ini tampak jelas terutama dalam

! Terjemah Al-Qur’an Kemenag 2019
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bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah
tidak membeda-bedakan antara muslim dan non muslim.2

Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai
syariah, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat berdiri
sendiri. Dalam hubungan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syari’ah
tersebut, yang terdiri dari hak dan kewajiban. Muamalah dalam Islam bersifat
sebagai hukum dan aturan yang mengatur tata cara memenuhi kebutuhan
jasmani manusia dengan cara yang benar menurut syari’ah Islam.

Muamalah menurut Hudhori Biik Muamalah ialah semua akad yang
membolehkan manusia saling menukar manfaatnya. Sedangkan menurut Rosyid
Ridho Muamalah ialah tukar-menukar barang yang bermanfaat dengan cara-
cara yang telah ditentukan. Dari dua pendapat tersebut dapat dipahami bahwa
pengertian muamalah ialah semua akad yang membolehkan manusia saling
menukar manfaatnya dengan cara-cara dan  aturan-aturan yang telah
ditentukan Allah SWT dan manusia wajib mentaati-Nya.3

Pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada
dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqih:

(218 Wl g 1) i a1 g+ sl 1

Artinya: “Hukum asal dalam jual beli adalah boleh (mubah): sebagaimna
yang dikaakan imam syafi’i (maka asal didalam jual beliu semuanya boleh).*

Qoidah di atas diketahui bahwasannya semua jual beli itu asalnya mubah,
yakni diperbolehkan. Menurut Imam Syafi’i hukum asal jual beli ialah boleh
hingga ada pelarangan Kkhusus dari Rosulullah. Dalam bermuamalah
keharamannya ialah karna ada pelarangan dari Rosulullah.

Muamalah berbeda dengan Ibadah. Dalam ibadah semua perbuatan
dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu, semua perbuatan yang
dikerjakan harus seuai dengan tuntunan yang telah diajarkan Rosulullah SAW.
Sebaliknya pada konsep muamalah semua transaksi dibolehkan kecuali yang

dilarang. Muamalat atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia

2 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),

3 Abdul Rahman Ghozaly, Figih Muamalat (Jakarta: Kencana, 2012), 3.

4 Wahbah Zuhaili, Fighul Islami Wa Adillatu, (Darrul Fikr), juz 4, 113.
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dibidang harta benda merupakan uruasan duniawi, dan pengaturannya
diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu semua bentuk akad dan
berbagai macam cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan
dibolehkan. Asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang
ada dalam syari’ah. Oleh karena hukum bermumalah yang fleksibel tersebut,
ummat islam boleh mengembangkan inovasi akad yang dibutuhkan dalam
perekonomian islam susuai masanya. Dan saat ini muncul inovasi akad baru
yang masih belum ada di masa Nabi juga penjelasannya tidak dapat ditemukan
di kitab-kitab klasik yaitu akad Bai’ Istighlal.

Bai’ Istighlal ialah penggabungan antara akad Bai’ Wafa’ dan Ijaroh. Yaitu
barang dijual secara Bai’ Wafa’ selanjutnya penjual menyewa kembali barang
tersebut. Artinya pembeli mengambil manfaat dari barang tersebut dengan
menyewakannya kepada penjual itu sendiri.> Dan penerapan akad Bai’ Istighlal
telah ada di BMT UGT Nusantara (study kasus BMT UGT Capem pujer). Bai’
istighlal merupakan perkembangan dari Bai’ wafa’. dalam implementasinya
nasabah di akad Bai’ Wafa’ dulu baru kemudian di akad Ijaroh (Bai’ Istighlal).
BMT selaku pembeli yang memberikan dana kepada anggota, dan anggota
selaku penjual yang memerlukan dana dengan syarat bahwa barang yang dijual
tersebut harus dibeli kembali oleh penjual. Mengenai sumber dana yang
dipakai oleh BMT dalam akad ini ialah berasal dari akad baru setelah akad Bai’
Wafa’ selesai yakni akad Ijaroh. Penjual menyewa kembali barang yang dijual
tersebut, dengan ujroh yang sudah disepakati antara anggota dan pihak BMT.6

BMT termasuk lembaga keuangan syari'ah yang beroprasional
berdasarkan prinsi-prinsip syari’ah Islam. BMT merupakan lembaga keuangan
mikro syariah yang berbentuk koprasi. BMT beroprasi menggunakan gabungan
konsep “Baitul Tamwil dan Baitul Maal” dengan target oprasionalnya fokus
kepada sektor Usaha Kecil Menengah. BMT di Indonesia merupakan
kependekan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu, dan merupakan lembaga
keuangan non bank yang memiliki kegiatan utama yaitu kegaiatan sosial. BMT

yang telah tersebar di Indonesia memiliki kegiatan mengembangkan usaha-

5 Abdul Azhim Jalaluddin Abu Zaid, Kitab Figih Riba (Beirut: Muassah Ar-Risalah, 2004), 540.
® Wawancara dengan wahyudi, Kepala BMT UGT Nusanatara Capem Pujer, 25 oktober 2022.
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usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi antara
lain untuk mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan
kegiatan ekonomi. Selain itu BMT juga menerima titipan Zakat, Infaq, Shodaqoh
dan Waqaf dan menyalurkannya sesuai dengan peraturan dalam Islam. Usaha-
usaha tersebut sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari BMT
sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi untuk masyarakat kelas
menengah kebawah atau masyarakat kecil yang berlandaskan syari’ah Islam.”

Salah satu BMT yang sudah ada di Indonesia lalah BMT UGT Nusantara
atau lebih kita kenal dengan BMT Sidogiri. Koprasi BMT UGT Sidogiri mulai
beroprasi pada tanggal 5 Robiul Awwal 1421 H/6 Juni 2000 M. BMT ini didirikan
oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas
Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar
diwilayah Timur. Salah satu misi BMT UGT Sidogiri ialah menerapkan sistem
Syari’ah yang sesuai standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional.?

Praktek jual-beli semacam ini belum ada pada zaman Nabi Muhammad
SAW. Bermula dari Bai’ Wafa’ yang baru dikenal sejak abad ke 5 H di Bukhara
dan Balkhan. Yang masih diperselisihkan hukumnya oleh para ulama’. Kini
muncul Bai’ Istighlal pengembangan dari Bai’ Wafa’ dengan tujuan dapat
mengambil keuntungan dari akad tersebut. Melihat fenomena praktik akad
semacam ini maka penulis tertarik untuk meneliti kasus ini.
. Pengertian Bai’ Istighlal

Dalam jual beli Wafa’, pembeli mendapatkan keuntungan berupa
pemanfaatan barang sebelum dibeli kembali oleh penjual pada jual beli
pertama. Pemanfaatannya bersifat umum, baik digunakan secara langsung oleh
yang bersangkutan maupun digunakan secara tidak langsung, misalnya
disewakan kepada pihak lain. Hubungan antara jual beli Wafa’ dengan akad
ijjaroh menghasilkan konsep baru, yaitu jual beli Al-Istighlal.’

Secara bahasa, Al-Istighlal berasal dari kata Ghalla yang memiliki banyak

variasi dan banyak arti. Akan tetapi, terdapat beberapa arti kata yang relevan

" Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga keuangan Syari’ah (Jakarta: Kencana, 2009), Google Play Book.

% Jaih mubarok dan Hasanuddin, Figih Muamalah Maliyah: Akad Jual Beli (Bandung: Simbiosa, 2017),
245.
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dengan topik ini, diantaranya : Aghalla (aghallat al-ardh) secara harfiah berarti
memberi hasil, Istighalla al-ardh secara harfiah berarti mengambil hasilnya,
Ghallah/ghallat/ghillah secara harfiah berarti penghasilan dari sewa tanah atau
rumah, Mughallat/mustaghallat secara harfiah berarti pengahasilan atau sewa
tanah.10
Menurut Rafiq Yunus Al-Misri, dalam kitab Buhuts Fi Figh Al-Muamalat Al-
Maliyah, menyatakan sebagai berikut:
Bk be ) ST 8D o3 1 55, AR e ) T Cp R0 ST 5 g0 A e s B o0
Hay
Artinya : “Jual beli Istighlal serupa dengan jual beli Wafa’, akan tetapi (yang
berbeda adalah) mugqtaridh (penerima pinjaman dalam akad qard/ penjual pada
jual beli pertama) menyewa barang yang dijualnya dari mugqridh (pemberi
pinjam dalam akad qardh/pembeli pada jual beli pertama), maka jual beli
Istighlal termasuk jual beli Shury (rekayasa/ menyembunyikan niat dibalik
pekerjaan nyatall) karena tujuan/maksud pembeli (dalam jual beli pertama)
adalah mendapar keuntungan (riba) dengan cara sewa.” 12
Sebagaimana diterangkan di dalam Majallah Al-Ahkam Al-‘Adliyah bahwa
Bai’ Istighlal ialah barang dijual secara Bai’ Wafa’ kemudian penjual menyewa
kembali barang yang dijual. Artinya pembeli mengambil manfaat dari barang
tersebut dengan menyewakannya kepada penjual itu sendiri.

(& 1 oS- k) 1 3 g O e s Rt 5 Pyl

Artinya: “Bai’ Istighlal ialah jual beli wafa’ atas kemudian menyewakannya
siapa pembeli”(Majallah Al-Ahkam Al-‘Adliyah)

Definisi Bai’ Istighlal menurut Majallah Al Ahkam Al-‘Adliyah pasa 119
ialah jual beli wafa’ dengan syarat bahwa si penjual menyewa barang yang
dijualnya tersebut dari pembeli.13 Bai’ Istighlal adalah setiap barang yang sudah

dibeli, maka boleh saja bagi pihak pembelinya untuk memanfaatkannya sendiri,

10 Jaih mubarok dan Hasanuddin, Figih Muamalah Maliyah: Akad Jual Beli (Bandung: Simbiosa, 2017),
245,

11 Dr. Nabil Sa’ad, Ahkamul Iltizam (Al-Jami’atul Jiddah), 174

12 Jaih mubarok dan Hasanuddin, Figih Muamalah Maliyah: Akad Jual Beli (Bandung: Simbiosa, 2017),
246.

13 El-Samsi, “Problematika Bai’ Istighlal: Akad Jual Beli Ataukah Gadai”, dalam https://el-
samsi.com/problematika-bai-istighlal-antara-akad-jual-beli-dan-gadai/ (02 November 2022)
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menyewakannya, memindahkan kepemilikan, menggadaikannya dan lain

sebagainya. Karna setiap barang yang bisa diperjual belikan juga bisa

disewakan, digadaikan, dihibahkan dan diwakafkan.'# Pada prinsipnya, Bai’
Istighlal merupakan hubungan konsep Bai’ Wafa’ dengan konsep Iljaroh, yakni
pemanfaatan objek jual beli (al-matsmun/al-mutsman, misalnya ruko) dengan
cara disewa atau disewakan.1>

Definisi diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua akad dalam
Bai’ Istighlal yakni Bai’ wafa’ yang kemudian berpindah menjadi akad Ijaroh.
Contoh sederhananya, si A menjual sepeda motor kepada si B dengan perjanjian
motor tersebut tidak boleh dijual kepada pihak lain karena si A akan membeli
motor tersebut pada 2 tahun mendatang. Setelah akad tersebut selesai,
kemudian si B akan menyewakan motor tersebut kepada si B dengan ujroh yang
telah disepakati untuk dibayar tiap bulannya.

Kemudian mengenai hukum dari Bai’ Itighlal ialah tergantung kepada
hukum Bai’ Wafa. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab fighul buyu’
karya Muhammad Taqiyul Utsmani :

o5 8 O e i e (Dl i) A 5 il e 8 g 38 505 il g el B 20
gl éd‘ e s 50 a3 i o G ,é\j\ i) BTG 500 W Ales a5 b &

Artinya : “adapun orang yang menjual barang wafa’. Kadang-kadang
meneyewakannya dari pembeli. Dan ini dinamakan (Bai’ul Istighlal). Dan
hukumnya bercabang atas perbedaaan didalam hukum Bai’ Wafa’. Maka orang
yang menjadikannya jual beli yang fasid atau Rohn, maka tidak boleh
menyewakkannya dari penjual. Adapun orang yang membolehkan jual beli wafa’,
boleh menyewakannya dari penjual juga.”16

C. Syarat dan Rukun Bai’ Istighlal

Bai’ Istighlal serupa dengan Bai’ Wafa’, akan tetapi yang membedakan

ialah barang yang dijual tersebut disewakan kepada orang yang menjualnya.

Jadi orang yang menjual tetap bisa menggunakan barang yang telah dijual

tersebut.

14 El-Samsi, “Problematika Bai’ Istighlal: Akad Jual Beli Ataukah Gadai”, dalam https://el-
samsi.com/problematika-bai-istighlal-antara-akad-jual-beli-dan-gadai/ (02 November 2022)

15 Jaih mubarok dan Hasanuddin, Figih Muamalah Maliyah: Akad Jual Beli (Bandung: Simbiosa, 2017),
245,

16 Muhammad Tagiyul Utsmani, Fighul Buyu’ (Jiddah: Darr Al-Basyir), 502.
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Maka dari itu, rukun dan syarat Bai’ Istighlal sama dengan rukun dan
syarat Bai’ Wafa’. Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa yang menjadi rukun
dalam Bai’ Wafa’ sama dengan rukun dan jual beli pada umumnya, yaitu ijab
(pernyataan menjual) dan qobul (pernyataan membeli). Dalam jual beli,
menurut mereka, hanya ijab dan qobul yang menjadi rukun akad, sedangkan
pihak yang berakad (penjual dan pembeli), barang yang dibeli, dan harga
barang, tidak termasuk rukun, melainkan termasuk syarat-syarat jual beli.l”

Demikian juga syarat-syarat Bai’ Wafa’, menurut mereka sama dengan
syarat-syarat jual beli pada umumnya. Penambahan syarat untuk Bai’ Wafa’
hanyalah dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual itu harus dibeli
kembali oleh penjual dan tenggang waktu berlakunya jual beli itu harus tegas,

misalnya satu tahun, dua tahun, atau lebih.18

Bagan Kerangka Konseptual

Implementasi Akad Bai’ Istighlal Di BMT UGT
Nusantara Capem Pujer

|

Anggota LKS
Akad Bai’ Wafa’ >
«—
A
Butuh Modal

v

Akad ljaroh Keuntungan
> Keabsahan Multiakad (Hybrid Cntract)

Hukum Ekonomi Islam i’ al-Islami” (damaskus: Darr Al-Kitab, 1968), 68.

S T U T T T T T O O, T Te T TrTerer ooy yerreerrrer—u d y d Media, 2007), 155.
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D. Implementasi Akad Bai’ Istiglal

Salah satu akad yang kontemporer ialah akad Bai’ Istighlal. Bai’ Istighlal
ialah akad ijaroh yang terjadi setelah Bai’ Wafa’. Bai’ Istighlal itu berangkatnya
harus dari Bai’ Wafa dulu. Kalau langsung menggunakan akad Bai’ Istighlal itu
tidak bisa, jadi harus menggunakan akad Bai’ Wafa dulu, dan itu yang sudah
biasanya kita laksanakan begitu. Kita kan bicara teorisasi akad yang ada disini,
yang kita praktekkan. Dimana akad-akadnya itu kita ngambilnya dari kitab-
kitab yang sudah muktabar secara akad-akadnya dan juga itu ada fatwa-fatwa
dari DSN atau Dewan Syariah Nasional.1?

Jadi pada prakteknya anggota di akad Bai’ dulu lalu kemudian diakad
ljaroh. Karena Bai’ Istighlal ini adalah Bai’ Wafa’ yang kemudian barang tersebut
disewa kembali oleh orang yang menjualnya. Jadi pembeli mengambil
keuntungannya dari Bai’ Istighlal, yakni dengan menyewakan kembali pada
penjual. Jadi Bai’ Istighlal itu, prakteknya pertama, pembeli membeli barang
kepada anggota. Setelah terjadi kesepakatan (barangnya sudah menjadi hak
milik pembeli), baru kemudian di akad ijaroh. Yakni barang yang sudah di beli
tersebut disewakan kembali kepada anggota. Tujuan disewakannya barang
adalah agar pembeli mendapat keuntungan atau bisa mengambil manfaat dari
barang yang sudah dijual kepada pembeli. jadi kerangka akad dari Bai’ Istighlal
ialah di akad Bai’ dulu baru kemudian di akad Ijaroh.

E. Tinjaun Hukum Islam Terhadap Akad Istighlal
Bai’ Istighlal sebenarnya sama dengan Bai’ Wafa’. Namun yang

membedakannya hingga bisa dinakaman dengan Bai’ Istighlal ialah barang yang

19 Wahyudi, Wawancara, Bondowoso, 10 Oktober 2022.
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dijual dengan akad Wafa’ tersebut disewakan kepada penjual barang Wafa’.
Mengenai hukum islam terhadap praktek Bai’ Istighlal, ada yang berpendapat
tergantung kepada hukum Bai’ Wafa’. Karna hukum Bai’ Wafa; itu sendiri, ulama
berbeda pendapat. Ada yang menyatakan akad Bai’ Wafa’ sohih dan ada yang
berpendapat fasid. Mengenai ulama yang mengharamkan Bai’ Wafa ini, dalam
al-Mausu’ah al-Fighiah dijelaskan ulama Malikiah, Hanabilah dan wulama
mutaqaddimin (ulama yang hidup sebelum abad 3 Hijriah2%) dari Hanafiah dan
Syafiiah berpendapat bahwa Bai’ Wafa hukumnya fasid (rusak). Alasannya
karena adanya persyaratan penjual akan membeli kembali barang yang
telah dijualnya itu menyalahi ketentuan hukum dalam akad jual beli. Selain itu
menurut ketentuan ketika beres dilakukan akad bai’, maka si pembeli
berhak memiliki barang yang tidak dibatasi oleh waktu. Oleh karena itu syarat
tersebut adalah rusak, dan tidak ada dalil khusus yang memperbolehkannya.
Persyaratan semacam itu hakikatnya bukan tujuan dari jual beli, akan tetapi
tujuannya adalah mengarah kepada riba yang diharamkan, yaitu membatasi
harta dengan waktu tertentu. (Al-Islamiah, 1987, 9: 260).
Termasuk juga pendapat yang membolehkan Bai’ Wafa’ ialah dengan dalil
yang pertama, hadist yang diriwayatkan oleh jabir :
(hone olsy) "G50 3 GaR5g (N 2 oy e ) o 0 J25 B 1B (3B (o HE 5 s 32
Artinya : “Dari Jabir bin Abdillah semoga Allah meridhoi keduanya, berkata:
“melarang siapa Rosulullah SAW, dari Ats-Tsunaya, dan meringankan didalamnya
pinjam meminjam” (HR. Muslim )
)ﬂ\fuu@\wyﬂ;wcu\wmﬂ W B B by e 1 Lo 50 BT et 6 B30 235
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Artinya : “Bahwasannya Nabi SAW, melarang dari Ats-Tsunaya, ialah jika
mengecualikan pembeli kepada sesuatu yang tidak diketahui dari barang jualan,
maka didalmnya ada unsur riba.?? Da didalam Bai’ Wafa’ mensyaratkan pembeli

kepada pengembalian barang ketika penjual mengembalikan harga kepada

20 http://www.ibnamin.com/distinct_date.htm

2L Muslim Bin Hajjaj, Shohih Muslim, (Addar Al-Alamiyah, Juz 3), 174.

22 Yahya Bin Sharaf An-nawawi, Al-Minhaj Fi Sharh Shohih Muslim Ibnu Al-Hajjaj (Muassasah
Qurtubah, jilid 10), 195.
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pembeli, dan waktu yang penjual mengembalikan didalamnya harga itu tidak

diketahui.?3

7

Dari penjelasan diatas diketahui bahwasannya pengharaman kepada Bai
wafa’ sebab ada waktu yang tidak diketahui jangkanya hingga khawatir terjadi
unsur nghoror didalamnya, sebagaimna dikiyaskan kepada hadits yang
melarang jual beli yang tidak diketahui barangnya. Namun pada prakteknya,
tenggang waktu dalam Bai’ Wafa’ itu sesuai dengan kesepakatan antara penjual
dan pembeli, jadi tenggang waktunya jelas diketahui antara dua belah pihak.

Dan adapun dalil yang kedua ialah hadits dari sayyidina Amr bin ‘Ash :

(k) oly) L35 o5 (5 Brphey e ) (o 600 O cass 0 () Sl 5 528 05

Artinya : “Dari Amr bin ‘Ash semoga Allah meridhoinya, bahwasannya Nabi
SAW, melarang dari jual beli dan syarat.( HR. At-Thobroni).?#
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Artinya : “Bahwasannya Nabi SAW, melarang dari membersamakan syarat
dengan jual beli, dan pelarangan menunjukkan atas rusaknya yang dilarang
darinya, dan didalam Bai’ wafa’ ada kebersamaan jual beli dengan syarat, maka
menunjukkan atas rusaknya.”?>

Dalil yang kedua menunjukkan bahwa Nabi SAW, melarang ummatnya
melakukan jual beli yang disertai dengan syarat. Karna adanya syarat tersebut
merusak kepada akad jual beli. Maka begitu juga dengan Bai’ Wafa’, yangmana
dalam Bai’ Wafa’ ada syarat pembeli harus mengembalikan barang ketika
penjual telah mampu mengembalikan harga jual barang.

Namun pada penerapannya akad Bai’ Wafa’ tidak sama dengan dalil yang
di dakwakan. Dimana dalam prakteknya, anggota di akad Bai’ duly, baru setelah
selesai akad Bai, kedua belah pihak melaksanakan perjanjian wafa’. Jadi
perjanjian untuk mengembalikan barang kepada penjual (anggota) itu di luar

transaksi jual beli. Sementara itu pendapat yang membolehkan Bai’ Wafa’juga

2 Dr. Wahbah Juhaili, Qodoya Al-Figh Wal Fikr Al-Mu asir (Damaskus: Darr Al-Fikr, jilid 1), 225-226.
2 Abu Al-Qosim Sulaiman, Mu jamul Wustho (Kairo: Darr Al-Haromain, jilid 4), 325

25 Utsman Bin Ali Az-zaila’i, Hasyiyah As-Salibi ‘Ala tabyini Al-Haqoiq (Bulag:Al-Qubraa press, jilid
5)184.
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dikemukakan di dalam kitab maushu’ah al fighiyah, oleh sebagian ulama
muta’akhirin (ulama yang hidup setelah abad ke-3 Hijriah2¢) dari kalangan
Hanafiah dan Syafiiah karena alasan akad tersebut telah dikenal oleh
masyarakat sebagaimana telah dikemukakan dalam sejarah kemunculannya dan
diamalkan karena kebutuhan (hajat). Hal ini untuk menghindari praktek riba.
Oleh karena itu hukumnya sah dan syarat yang terdapat di dalamnya tidak
menjadikannya rusak (fasid). Sekalipun menurut ketentuan syarat tersebut
menyalahi kaidah akad bai’ sebagaimana tadi dikemukakan oleh ulama yang
mengatakan syarat tersebut hukumnya rusak. Namun, karena kaidah tersebut
dapat ditinggalkan karena alasan telah dipratikkan oleh masyarakat. Sama
halnya dengan akad bai al-istisna. (Al-Islamiah, 1987, 9: 260-261).

Di dalam kitab Fighul Buyu’ karya Muhammad Taqiyul Utsmani juga
menyebutkan bahwasannya ulama berbeda pendapat mengenai hukum Bai’
Wafa'’. Disana terdapat 4 pendapat tehadap Bai’ Wafa’. Namun disini penulis
hanya akan mencantumkan pendapat yang ke empat, sesungguhnya jika adanya
syarat Wafa’ (penjual membeli kembali barang yang dijual) di awal akad. Maka
syarat tersebut merusak kepada akad jual belinya. Sehingga akad jual beli
tersebut menjadi akad Rohn, dan berlaku atasnya semua hukum-hukum Rohn.
Karna sesungguhnya akad tersebut (akad jual beli yang terdapat syarat diawal)
mengharomkan pembeli untuk mengambil manfaat, karna pembeli tersebut
menjadi penyewa pada hakikatnya.

Jika pada awal akad tidak disebutkan syarat wafa’. Lalu kemudian setelah
akad jual beli terjadi, pembeli berjanji kepada penjual bahwasannya ketika
penjual kembali dengan harga (mengembalikan harga jual barang). Maka
pembeli menjual barang jualan kepada penjual dengan jual beli yang baru. Jadi
adanya akad yang seperti itu boleh, sehingga membolehkan kepada pembeli
untuk mengambil manfaat kepada barang jualan. Dan adanya perjanjian
mewajibkan kepada pembeli mengembalikan barang ketika penjual telah bisa
mengembalikan harga jual barang yang terjadi diawal. Pendapat ini mengutip

dari perkataan Al-qodhi Khan:

26 http://www.ibnamin.com/distinct_date.htm (14 januari 2023)
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Artinya: “Dan jika disebutkan akad jual beli dari selain syarat. Kemudian

syarat disebutkan pada awal perjanjian maka boleh apa jual beli. Dan wajib

kepadanya wafa’ dengan janji. Karna sesungguhnya perjanjian itu wajib. Maka
dijadikan apa perjanjian wajib untuk kebutuhan masyarakat.” 27

Termasuk dalil yang membolehkan Bai’ Wafa’ ialah karna untuk

memenuhi kebutuhan manusia. Sebagaimana disebutkan:

o syl i 05 e s dy GG g as 0w Sof

Artinya : “Bahwa manusia umumnya butuh kepada Bai’ Wafa'. Dan

kebutuhan manusia umum menempati kedudukan darurot yang khusus.”?8
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Artinya : “Digiyaskan dengan bahwasannya pelarangan dari Bai’ Wafa’
karena adanya pengambilan manfaat didalam hutang, maka itu disebut riba. Dan
adapun istisna’ pelarangannya karena aada unsur nghoror didalamnya. dan ada
perbedaan antara riba Ddan nghoror.”??

Menurut pendapat yang membolehkan Bai’ Wafa’ tersebut karena untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan kebutuhan manusia itu bisa menempati
kedudukan darurat, sehingga Meskipun dikatakan Bai’ Wafa’ itu riba, namun
diperbolehkan karna ada kedarurotan.

Dan praktek Bai’ Wafa’ yang terjadi telah sesuai dengan membolehkan dan
bertentangan dengan dalil yang tidak membolehkan. Dimana perjanjian syarat
wafa’nya itu terjadi setalah akad jual beli selesai. Sebagaimana yang dikatakan

oleh Bapak Wahyudi. Bahwasannya dalam praktek Bai’ Wafa’ itu anggota akan

27 Muhammad Tagiyul, Fighul Buyu’ (Jiddah: Darr Al-Basyir), 502.

28 7ain Ad-Dinn bin Ibrohim bin Muhammad, Al-Asbahah Wan-Nadhzoir (Beirut:Darr Al-Kitab), 68.
29 Dr, Mahdi Al-Enzi, “4S ) a8 ga (8 i 38 5 alall 555 puall 4 jie J 3 dalal) dalal) 3208 8 JISEY)
https://www.alukah.net/sharia (10 januari 2023)
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di akad Bai’ dulu baru kemudian diadakan perjanjian, bahwa barang yang telah
dijual tersebut akan dibeli kembali oleh penjual (anggota), setelah anggota
mampu untuk mengembalikan harga penjualan barang.

Maka dari paparan diatas baahwasannya praktek yang terjadi telah sesuai
dengan pendapat yang membolehkan dan bertentangan dengan pendapat yaang
tidak membolehkan sehingga bisa menjadikan Bai’ Wafa’ tersebut dapat
diterapkan di masyarakat dan diperkuat dengan adanya payung hukumnya di
Indonesia. Sehingga terjamin akan selamatnya dari unsur gharar, maka
penerapan Bai’ Wafa’ itu boleh di terapkan. Juga karena akad ini bisa menjadi
alternatif untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan dana, agar terhindar
dari praktek riba yang jelas diharamkan syari’at.

Selanjunya hukum akad ijaroh setelahnya (Bai’ Istighlal) tergantung
kepada bagaimana menghukumi Bai’ Wafa’. Jika mengatakan Bai’ Wafa’ fasid
maka tidak dibolehkan adanya akad ijaroh setelahnya. Sebaliknya, jika
memperbolehkan kepada Bai’ Wafa’ maka akad ijaroh setelahnya itu
diperbolehkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad Taqiyul Utsmani
dalam kitabnya Fighul Buyu’ yang mendatangkan dari fatawa Al-Bazzaziyah:

BUEL, Gy ks e 22 L4 Y, Bl A Y 1 J6 muwau\w;%@J\ ATO6
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Artinya : “Maka jika menyewakan barang wafa’ dari penjual, maka jika
menjadikannya fasid berkata: tidaklah sah akad ijaroh, dan tidak wajb
kepadanya sesuatu...dan jika menjadikannya Rohn maka seperti itu juga (tidak
sah ijarohnya). Penjual tidak wajib mengenai ongkos... dan yang membolehkan
kebolehan ijaroh dari penjual dan selainnya. Dan wajib ongkos.”30

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwasannya yang menjadikan
Bai’ Wafa’ tidak boleh ialah ketika syarat wafa’ terjadi di awal akad. Dan Bai’
Wafa’ menjadi boleh ketika perjanjian wafa’ terjadi sebelum atau sesudah akad
jual beli. Maka dari pendapat tersebut juga bisa digambarkan kebolehan ijaroh
kepada jual beli juga. Yakni wajib bagi pembeli agar memiliki dulu barang

jualannya (barang wafa’). Kemudian diakad ijaroh kepada penjual. Maka jika

30 Muhammad Tagqiyul, Fighul Buyu’ (Jiddah: Darr Al-Basyir), 508.
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adanyanya ongkos sewa sebelum kepemilikan barang, yang seperti itu tidak

diperbolehkan.
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Artinya : “Ibnu Abidin berkata: Dan jika upahnya dari penjual sebelum
mengambilnya, pemilik (Al-Hidaya) menjawab bahwa itu tidak sah, dan berdalil
sebagaimana jika seseorangmenyewa budak yang ia beli sebelum menerimanya,
maka hal itutidak wajib kepadanya ongkos.”31
Dan praktek Bai’ Istighlal tersebut sesuai dengan ketentuan pendapat yang
memperbolehkan tersebut. Dimana anggota setelah melaksanakan akad jual beli
lalu kemudian melaksanakan perjanjian wafa’. Dibolehkan atasnya mengunakan
akad ijaroh kepada barang yang telah sepenuhnya menjadi milik pembeli
F. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa akad Bai’ Istighlal merupakan perkembangan dari Bai’ Wafa’.

Bedanya hanyalah barang yang dijual tersebut disewakan kembali kepada

penjual. ljaroh yang terjadi setelah akad Bai’ Wafa’ itu yang dinamakan dengan

Bai’ Istighlal. Adapun kesimpulan yang diperoleh berdasarkan fokus penelitian

adalah sebagai berikut :

1. Praktik akad Bai’ Istighlal yakni akad jual beli yang terjadi setelah
melaksanakan perjanjian wafa’ (penjual akan membeli kembali barang yang
dijual). Setelah akad Bai’ Wafa’ selesai, anggota ditawari untuk bisa menyewa
kembali barang yang telah ia jual. Jika anggota setuju, maka pihak pembeli
menyewakan barang tersebut kepada penjual (anggota), dengan ujroh dan
batas waktu yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan
pembeli. Setelah sampai batas waktu dan anggota dapaat mengembalikan
harga pembeliaan barang. Maka pembeli wajib untuk menjual kembali
barang tersebut kepada anggota selaku penjual diawal.

2. Bai’ Istighlal sebagaimana yang telah penulis sebutkan tadi bahwasannya ia
adalah akad turunan dari Bai’ Wafa. Jadi hukumnya mengikuti hukum Bai’

Wafa’. Dan praktek Bai’ Wafa’ yang terjadi telah sesuai dengan pendapat yang

31 Muhammad Tagqiyul, Fighul Buyu’ (Jiddah: Darr Al-Basyir), 509.
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membolehkan dan bertentangan dengan pendapat yaang tidak membolehkan
sehingga bisa menjadikan Bai’ Wafa’ tersebut dapat diterapkan di
masyarakat dan diperkuat dengan adanya payung hukumnya di Indonesia.
Sehingga terjamin akan selamatnya dari unsur nghoror, maka penerapan Bai’
Wafa’ itu boleh di terapkan. Juga karena akad ini bisa menjadi alternatif
untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan dana, agar terhindar dari
praktek riba yang jelas diharamkan syari’at. Maka ijaroh setelahnya (Bai’
Istighlal) juga diperbolehkan. Asalkan akad ijaroh tersebut terjadi setelah
akad jual beli selesai. Yakni barang jualan (barang wafa’) sempurna menjadi
milik pembeli. Maka boleh pembeli mengambil manfaat dengan menyewakan
barang tersebut kepada orang lain atau bahkan kepada penjual barang itu

sendiri.
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